
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR ~ TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARANPADABADAN

LAYANANUMUM DAERAH RUMAH SAKITUMUM DAERAH NURDIN HAMZAH

KABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa

Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan

Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin

Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang

Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro .Jambi dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang

Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diu bah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2022 ten tang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1213);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang PedomanTeknis PengelolaanKeuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor1781);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);

14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 24

Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah

Nurdin Hamzah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 24);

Menetapkan
MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATITENTANGPENGELOLAANSISA

LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN

LAYANANUMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH NURDIN HAMZAHKABUPATENTANJUNG

JABUNG TIMUR.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah.

5. Direktur RSUD yang selanjutnya Direktur adalah Pimpinan RSUD Nurdin

Hamzah.

6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna

yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.



7. Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah selanjutnya disingkat RSUD

Nurdin Hamzah adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten

Tanjung Jabung Timur.

8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah

sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinasj'badan daerah

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai

fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari

ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan

menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan

kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang

selanjutnya disebut PPK-BLUDadalah pola pengelolaan keuangan yang

memberikan fleksibiltas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik

praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan

keuangan daerah pada umumnya.

11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah

dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan

sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD

adalah Kepala SKPKDyang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

APBDdan bertindak sebagai bend ahara umum daerah.

13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPAadalah

selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1

(satu) periode anggaran.

14. Penerimaan adalah uang masuk ke kas BLUD.

15. Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas BLUD.

16. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUDpada bank

yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

17. Likuiditas adalah kemampuan keuangan BLUD RSUD untuk memenuhi

kewajiban atau sebagainya yangjatuh tempo tepat pada waktunya.



BABII

SiLPABLUDRSUDNurdin Hamzah

Pasal2

(1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara

realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun

anggaran.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUDsebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode
anggaran.

(3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUDsebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas

perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah

dengan pertimbangan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.

(4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun

anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

(5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun

anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang

digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui

mekanisme APBD.

(6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun

anggaran berikutnya sebagimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam

kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.

(7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

mencakup:

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya

belum tersedia dan,' atau belum cukup anggarannya pada tahun

anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

BABIII

PROSEDURPENGGUNAANSiLPABLUDRSUDNurdin Hamzah

Pasal3

(1) Nilai SiLPABLUDRSUDNurdin Hamzah yang diperoleh dilaporkan kepada

Bupati dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.



(2) Laporan SiLPABLUDRSUD Nurdin Hamzah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran dan biaya.

(3) Keadaan yang menyebabkan SiLPA BLUD RSUD Nurdin Hamzah tahun

sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan dipergunakan

meliputi:

a. menutupi defisit anggaran;

b. mendanai kewajiban BLUD RSUD Nurdian Hamzah yang belum

tersedia anggarannya;

c. membayar/rnelunasi bunga dan pokok utang/pinjaman;

d. belanja pegawai;

e. belanja barang dan jasa;

f. belanja modal; dan

g. investasi jangka pendek (deposito).

(4) Nilai SiLPA BLUD RSUD Nurdin Hamzah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) termasuk dalam perhitungan anggaran pada rencana bisnis

anggaran tahun berikutnya.

BABIV

PEMANTAUANDANEVALUASI

Pasal4

(1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD Nurdin Hamzah

dilakukan pemantauan secara berkala sesuai kebutuhan.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk

rnengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SiLPA dalam membiayai

program dan kegiatan BLUDRSUDNurdin Harnzah.

(3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan SiLPA dilaksanakan

oleh Bupati melalui PPKD.

(4) Laporan keuangan dapat digunakan sebagai bahan untuk pemantauan

dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan SiLPA.

BABV

KETENTUANLAIN-LAIN

Pasal5

Pemerintah daerah selaku pemilik RSUD Nurdin Hamzah dengan pola

pengelolaan keuangan BLUD dapat diberikan fleksibilitas dalam rangka

pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja,

pengelolaan kas, dan menggunakan SiLPA.



Pasa16

Mekanisme pelaksanaan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD

RSUD Nurdin Hamzah meru pakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan

anggaran perangkat daerah yang tidak menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan BLUD.

BAB VI

KETENTUANPENUTUP

Pasa17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal .1d I\)()V£ SE.~ 2022

UNGTIMUR,~~TANJUNG

TELAH DITELITI KEBENARANNYA

H. ROMIHARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal ~!J I'\)O~M!lJep 2022

SEKRETARISDAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR,
Of

~

BERITA DAERAH KABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2022
NOMOR SO

'UlAH DITELlTl I{EBENA.RANNYA
L1fabag HukumD Perundang . Undangan
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e b!!M m E(:IV!b~
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